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[ SALINAN ]

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PONOROGO

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam
pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Ponorogo,
dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air
Limbah Domestik sepanjang memenuhi persyaratan sesuai
kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan
ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 160
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo,
maka perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Ponorogo dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Ponorogo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan :

10.

11

12.

13.

..

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P68/Menlhk/Setjen/kum.1/8 Tahun 2016 tentang
Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelengaraan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1604);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 160 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021
Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG  PEMBENTUKAN  UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1,
2.

Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
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3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD
adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah
Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo.

7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Ponorogo.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD pada Dinas.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
UPTD kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang
Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), UPTD menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan, program, anggaran dan
laporan;

b. pelaksanaan perencanaan, penataan, pengembangan, dan
pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pengelolaan air limbah domestik;
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c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah;

d. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pengelolaan air limbah;

e. pelaksanaan pemungutan restribusi air limbah;

f. pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga;

g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengaan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
a. Kepala; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan,
mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta
melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas
UPTD.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok
Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.

(2) Setiap unsur dalam UPTD mengikuti, mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-
masing dan menyampaikan laporan baik secara berkala
maupun insidentil tepat pada waktunya.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI PONOROGO,
TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 23-09-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.
AGUS PRAMONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 69.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG FPRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003
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